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ABSTRAK

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG 
TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 'U 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUP^T^

Oleh:

1RDIANSYAH

NIM: 02061001030

Seiring dengan bergulirnya reformasi, korupsi menjadi salah satu agenda 
penting yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Tindak pidana Korupsi 
Gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang 
bersifat bersembunyi dan sangat sulit untuk dibuktikan. Kesulitan pembuktian tindak 
pidana Korupsi Gratifikasi merupakan hambatan dalam proses pengungkapan 
terjadinya tindak pidana Korupsi Gratifikasi. Mekanisme pembalikan beban 
pembuktian atau yang lebih dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik merupakan 
mekanisme yang dianggap merupakan suatu solusi untuk mengungkap tindak pidana 
Korupsi Gratifikasi. Sistem pembuktian terbalik didefinisikan sebagai suatu 
mekanisme pembuktian dimana pihak yang dianggap bersalah yang mempunyai 
kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Mekanisme pembuktian terbalik sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang 
benar-benar baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kebijakan legislasi yang 
mengatur tentang korupsi dan Gratifikasi, mekanisme ini diatur dalam UU No.20 
tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi walaupun sejak UU No.5 tahun 1960 dan UU No.3 tahun 
1971 telah menyebutkan mengenai sistem pembuktian terbalik. Pada dasarnya, dalam 
setiap pemeriksaan di persidangan untuk kasus korupsi maupun Korupsi Gratifikasi 
terdakwa diberi hak (kesempatan) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak 
melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik merupakan suatu 
kewajiban bagi Terdakwa penerima gratifikasi 10 juta rupiah atau lebih dan untuk 
membuktikan harta benda yang belum didakwakan bukan merupakan hasil tindak 
pidana korupsi.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang
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ABSTRACT

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31 
TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

By:

IRDIANSYAH

NIM: 02061001030

Along with reformasi, corruption becomes one of the important agenda that 
must be completed by the Indonesian nation. Corruption crime Gratuity as part of 

corruption is a crime that is hiding and is very difficult to prove. Difficulty proving 

the crime of Corruption is an obstacle in the process of Gratuity disclosure 

Gratification Corruption crime. Mechanism of reversal of the burden of proof, or 

better known as reverse proof system is a mechanism that is considered is a solution 

to reveal the crime of Corruption of Gratification. Inverted proof system is defined as 

a mechanism of proof which the guilty party who has the obligation to prove his 

innocence.

Verification mechanism is not upside down is something really new in the 

Indonesian criminal justice system. Policy legislation goveming corruption and 

Gratuity, this mechanism stipulated in the Law No.20 year 2001 conceming the 

Amendment of Act No.31 of 1999 on Eradication of Corruption although since the 

Act No. 5 of 1960 and Act No. 3 of 1971 has been mentioned on the systems of proof 

reversed. Basically, in each examination on trial for corruption and corruption 

the defendant is given the right Gratuities (opportunity) to prove that he had not 
committed the crime of corruption. Verification system upside down is an obligation 

for the defendant accepting gratuities 10 million rupiah or more, and to prove the 

property has not been charged is not the result of corruption.

Keyword: Proof Reversed, Gratuities, Corruption and the Law

case
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara berkembang yang terus berusaha melaksanakan 

penegakan hukum dan melakukan pembangunan nasional. Hukum menetapkan apa 

yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran 

hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan 

hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat 

perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekeijanya hukum 

yang demikian itu merupakan salah satu bentuk proses penegakan hukum.

Usaha penegakan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip yang dianut 
oleh Negara kita sebagai suatu Negara hukum berdasarkan Pancasila, di mana 
supremasi hukum harus tetap dipegang teguh dan berada di atas segala- 
galanya. Sedangkan pembangunan adalah merupakan sebuah program yang 
dilakukan secara berencana dibidang fisik dan spiritual dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.1

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan 

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana

yang

Abdullah, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Bandune- Denerbit 
Alumni. 1979, hlm. 17.

1
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dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.2

Pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, secara langsung 

tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan 

lingkungan dalam segala aspek kehidupan. Sejalan dengan dinamika masyarakat, 

pelaksanaan pembangunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang 

memadai dan beijalan cukup cepat. Dalam proses pembangunan itu sendiri, ternyata 

ada pula banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan 

dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu, Kedua bidang tugas tersebut haruslah senantiasa selaras 

antara satu dengan lainnya, akan tetapi kadang-kadang tidak jarang kedua bidang

maupun

tersebut menempati suatu tempat kontradiktif, yang menimbulkan berbagai macam

masalah, ini menjadi beban yang diemban oleh Pemerintah Indonesia dan seluruh

rakyat Indonesia.

Masalah Korupsi semakin hari semakin berkembang dan sampai saat ini 

upaya pemberantasannya tetap diteruskan. Padahal sudah banyak upaya yang 

dilakukan didalam mengatasi masalah Korupsi. Hal ini terlihat dari Tahun 1957 

sampai dengan Tahun 2005 sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur 

mengenai Korupsi dan lembaga yang tugasnya untuk memberantas tindak pidana

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
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Korupsi dibuat baik dalam Undang-Undang maupun dalam bentuk keputusan 

presiden.

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana Korupsi di

Indonesia:3

1. Peraturan penguasa militer, yang terdiri atas:
a. Peraturan penguasa militer No. PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh penguasa 

militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.

b. Peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Darat No. 

PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan lainnya.

c. Peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Laut No. 

PRT/z.I/I/7/1958 tanggal 17 april 1958.

2. Undang-Undang No. 24/Prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan 

pemeriksaan tindak pidana Korupsi.

3. Keppres No. 228/1967 tanggal 2 desember 1967 tentang lembaga tim 

pemberantasan Korupsi yang bertugas membantu pemerintah memberantas 

Korupsi.

4. Keppres No. 12/ 1970 tanggal 31 januari 1970 tentang lembaga komisi empat 

yang bertugas menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer, 

memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta, meminta bertugas 

aparat pusat dan daerah dan tentang komite anti Korupsi yang bertugas 

melakukan kegiatan diskusi dengan pemimpin partai politik dan bertemu 

presiden.

5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971(LNR1 1971-19;TNLRI 2958) tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

V-Evi Hartanti, Tindak pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 22-23
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6. Inpres No. 9/ 1977 tentang lembaga operasi penertiban yang bertugas untuk 

pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda 

dan departemen dan tentang tim pemberantasan Korupsi.
7. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
8. Undang-Undang No. 28/ 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan 

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
9. Undang-Undang No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi

10. Keppres No. 27/ 1999 tentang komisi pemeriksaan kekayaan penyelenggara 

negara yang bertugas untuk memeriksa kekayaan pejabat negara.

11. Peraturan pemerintah No. 19/ 2000 tentang tim gabungan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang bertugas mengungkap kasus-kasus Korupsi yang 

sulit ditangani kejaksaan agung.

12. Undang-Undang No. 20/ 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31/ 

1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

13. Undang-Undang No. 30/ 2002 tentang komisi pemberantasan Korupsi yang 

bertugas menyelidiki kasus Korupsi yang nilainya diatas Rp 1 milyar dan 

menarik perhatian masyarakat, melakukan koordinasi, supervisi penegakan 

hukum dalam penanganan Korupsi, memonitor penyelenggara negara. 

Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus Korupsi, melakukan 

upaya pencegahan Korupsi.

14. Keppres 59/ 2004 tentang pengadilan tipikor yang berwenang memeriksa dan 

memutus kasus Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

15. Keppres 11/ 2005 tentang tim koordinasi pemberantasan tipikor yang bertugas 

melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus Korupsi 

yang ditangani kejaksaan, menelusuri, mengamankan aset Korupsi untuk 

pengembalian kerugian negara secara optimal.
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Di dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme 

menjelaskan bahwa praktek Korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan 

antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak 

lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan 

hukum untuk pencegahannya.4

Sulitnya penanggulangan tindak pidana Korupsi terlihat dari banyak diputus 
bebasnya Terdakwa kasus tindak pidana Korupsi atau minimnya pidana yang 
ditanggung oleh Terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang 
dilakukannya. Hal ini sangat merugikan Negara dan menghambat 
pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang 
lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan 
peraturan perundang-undangan oleh warga Negara.'

Tabel. I Rekap Terdakwa Korupsi bebas di Pengadilan Umum 

(2005 sampai Semester I 2009)6

atas hukum dan

Terdakwa Bebas/lepas % Bersalah %PerkaraTahun

2005 71 243 54 22,22 % 189 77,77 %
2006 124 361 116 31,4 % 245 68,6 %

1662007 373 212 56,84 % 161 43,16 %
2008 194 444 277 62,38 % 167 37,61 %

Semester 1 2009 119 222 153 68,92 % 69 31,08 %

Total 674 1643 812 49,4 % 831 50,57 %

4 (http://www.kpk.go.id/Strategic plan 2008 to 2011 id.pdfh Rencana Stratejik Komisi 
Pemberantasan Korupsi, diakses pada tanggal 18 oktober 2009 
5 Evi Hartanti, Op City hlm. 2.

(http://antiKorupsi.org/docs/bahanrilisputusanbebaspengadilanumumsemesterl2009S 
agustus2009_.pdf), Hakim Karir Juara Bebaskan Terdakwa Korupsi, diakses pada tanggal 2 maret 
2009

6

http://www.kpk.go.id/Strategic
http://antiKorupsi.org/docs/bahanrilisputusanbebaspengadilanumumsemesterl2009S
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Hasil rekap Terdakwa Korupsi yang di putus bebas di pengadilan umum dari 

2005 - juli 2009 yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat 

fantastis, putusan pengadilan terhadap Terdakwa Korupsi yang di bebas berjumlah 

49,4 % atau 812 Terdakwa Korupsi.Angka ini fantastis karena bila di statistik dari 

tahun ke tahun. Pada 2005, ICW mencatat putusan bebas sebanyak 22,22%, 2006 

naik menjadi 31,4%, 2007 naik menjadi 56,84 %, 2008 menjadi 62,38 %, semester 1 

2009 (sampai juli 2009) naik menjadi 68, 92 %.

Masih maraknya putusan bebas di Pengadilan Umum, dalam catatan dan

kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi akibat beberapa sebab seperti:

“Terdakwa memang tidak terbukti bersalah, dakwaan yang disusun atau pembuktian

yang dilakukan oleh jaksa lemah atau sengaja dilemahkan, hakim mencari-cari

pertimbangan yang menguntungkan bagi Terdakwa, atau karena kombinasi antara

dakwaan yang lemah dan hakim yang mencari-cari pertimbangan yang
n

menguntungkan.”

Untuk itulah usaha penanggulangan Tindak pidana Korupsi sangat 

diprioritaskan karena Korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat 

pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, 

keseluruhan sosial, merusak citra aparatur yang bersih dan berwibawa yang pada 

akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.

mengancam

(http://antiKorupsi_._org/docs/bahanrilisDutusanbebaspengadilanumumsemesterI7-0nQS agustus2009.pdf), IbidL

http://antiKorupsi_._org/docs/bahanrilisDutusanbebaspengadilanumumsemesterI7-0nQS
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Mantan Presiden Abdurrahman Wahid mencetuskan sistem pembuktian 
terbalik (Omkering Van Het Bewijslast atau shifting burden of proof) dalam 
kasus narkotik dan KKN secara selektif. Bahwa dalam sistem pembuktian 
terbalik, tesangka atau Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya 
tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh 
karena itu pembuktian terbalik merupakan pengingkaran, penyimpangan, 
pengecualian terhadap "presumption of innocence" 
incrimination" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam 
sistem pembuktian terbalik yang bersifat berimbang dan menyeluruh ini akan 
tertuang dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.8

Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memberantas Korupsi

dan "non self

adalah dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan

Undang-undang ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan

kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah, memberantas dan membuktikan 

seseorang itu bersalah atau tidak secara lebih efektif terhadap tindak pidana Korupsi 

yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian Negara dan masyarakat.

Tindak pidana Korupsi pada umumnya dilakukan dengan modus operandi 

penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang sangat sulit 

dibuktikan. Perkara-perkara Korupsi yang pembuktian menggunakan ketentuan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian Undang- 

Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, mencoba 

menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik yang mana pembuktian terhadap 

tindak pidana Korupsi bukan dilakukan oleh jaksa tetapi oleh Terdakwa.

Anonim, Memahami untuk membasmi: buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi 
Jakarta: KPK, 2006, hlm. 12.
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Upaya pembentukan undang-undang ini, tidak tanggung-tanggung karena 

baik dalam delik Korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni ketentuan dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan 

sekaligus dengan ketentuan dalam KUHAP, kedua teori ini ialah penerapan hukum 

pembuktian terbalik dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang 

bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif 

menurut undang-undang.

Pembuktian terbalik yang dimazhabkan dalam undang-undang No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat 

“premium remedium” dan sekaligus mengandung prevensi khusus terhadap pegawai 

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) atau terhadap penyelenggara 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 

tentang penyelenggara Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, untuk melakukan tindak pidana Korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru, tentang 

gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda Terdakwa yang diduga 

berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.9

Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 
20 tahun 2001), Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 5-6.
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Jaksa Agung Prof. Baharuddin Lopa (alm.) pernah mengatakan bahwa, 
teknis, pemberantasan Korupsi sulit dilakukan, karena menyangkut 
pembuktian yang sulit. Manakala seseorang memberikan uang sogok atau 
hadiah kepada seorang pejabat, maka kedua pihak (pihak memberi dan pihak 
menerima) tentu saja tidak memberikan tanda terima/ kuintasinya. Karena 
berdasarkan UU Anti-Korupsi, baik penerima maupun pemberi diancam 
pidana.10

secara

Dalam pembuktian unsur tindak pidana Korupsi memang sangat sulit dan

rumit, maka itu sangat diperlukannya pembuktian terbalik. Dikarenakan pelaku

tindak pidana Korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi dan sulitnya

pembuktian dalam perkara Korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak

hukum. Solusi dalam kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya

dalam tindak pidana Korupsi adalah asas pembuktian terbalik.

Maka dari itu penulis ingin mengingkapi masalah tersebut lebih seksama

dengan menjadikannya sebagai topik skripsi yang akan digunakan sebagai salah satu

syarat kelulusan dengan judul :

“ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR

31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

O.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dai 
Pemberantasan Korupsi, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 13.

am
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B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas, maka yang diajukan

menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana cara Pembuktian terbalik yang dapat dipergunakan Terdakwa

untuk membuktikan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi?

2. Apakah dampak dari proses pembuktian terbalik terhadap pemeriksaan

Tindak Pidana Korupsi?

A. TUJUAN

Tujuan dari penulisan skripsi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi, 

khususnya berhubungan dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui dampak dan sampai sejauh mana pembuktian terbalik 

dapat menjerat pelaku tindak pidana Korupsi ataupun membebaskan 

Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.
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D. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pemahaman bagi penulis, mahasiswa, aparat penegak hukum, pegawai 

negeri, penyelenggara negara dan masyarakat mengenai tindak pidana 

Korupsi pada umumnya dan pembuktiaan terbalik dalam tindak pidana

Korupsi pada khususnya.

2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun aparat penegak

hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Korupsi yang terbentur

dalam persoalan pembuktian. Dan bagi pemerintah dapat menjadi acuan

dalam melakukan revisi atau pembentukan undang-undang tindak pidana

Korupsi yang akan datang.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang penting di dalam penulisan karya 

ilmiah untuk mendapatkan bahan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya secara ilmiah. Maka, di dalam penulisan skripsi ini metode penelitian 

yang digunakan adalah
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1. Tipe Penelitian Hukum

Ditinjau dari sifat penelitiannya, maka tipe yang digunakan adalah 

tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.11 “Penelitian Deskriptif 

maksudnya memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, 

agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam 

kerangka menyusun teori baru”.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan

yuridis normatif, “pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.13

Pendekatan yuridis normatif mengkaji bahan-bahan hukum mengenai tindak

pidana Korupsi.

u Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 
2007, hlm. 10.
12

13
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hlm. 15.
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2. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah Bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:14 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari norma atau kaedah yang mengikat, peraturan perundang-

undangan yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum 

primer, seperti asas-asas hukum, pendapat para ahli (doktrin), rancangan 

Undang-Undang, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya 

adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus hukum, artikel dari media cetak 

maupun elektronik.

14 Soejono Soekanto, Op. City hlm. 52.
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan diperoleh dari buku-buku 

mengenai permasalahan yang penulis ingin kemukakan, serta dari undang- 

undang dan beberapa dari artikel internet yang dikutip untuk menambah 

bahan hukum yang diperlukan dalam mendukung penelitian skripsi ini. Dari

semua bahan hukum yang didapat sangat mendukung dalam penulisan skripsi

ini, sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan serta memperoleh

penyelesaian untuk permasalahan yang penulis buat dalam skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan semua bahan hukum

dianalisis secara content analysis atau analisis isi yaitu melihat dan 

menganalisis isi dari Pasal-pasal dalam Undang-Undang terhadap beberapa 

permasalahan. Bahan yang utama dalam penulisan laporan penelitian ini 

adalah berupa bahan-bahan tertulis, kemudian bahan-bahan tersebut 

dikumpulkan, disusun, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya 

dalam bentuk kata-kata.
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